PENYAMPAIAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 - 2053

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi Lingkungan
Hidup dalam pelaksanaan .pe'mbangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta
mengatasi berbagai permasalahan Lingkungan Hidup
sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa
alam lainnya di Kabupaten Kebumen yang berpotensi
menimbulkan  pencemaran dan/atau  kerusakan
lingkungan;

b. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman
bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan agar
penyelenggaraan perlindungan pengelolaan Lingkungan
Hidup dilaksanakan secara  bijaksana  untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga
memberikan perlindungan dan pengendalian terhadap
pemanfaatan sumber daya alam di Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3)
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
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Mengingat

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup diatur dengan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kebumen Tahun 2023 - 2053;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan ang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);
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5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 - 2033

BAB I
KETENTUAN UMUM, ASAS,
TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.,
2.

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kebumen.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup,
termasuk  manusia dan = perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lain.

1]
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup
yang melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup
dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat
potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan
pengelolaan dalam kurun waktu tertentu.

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim,
tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam
yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan
kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk
keseimbangan, stabilitas dan produktivitas Lingkungan Hidup.

Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutya disebut daya dukung
adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain dan kesimbangan antarkeduanya.

Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut daya tampung
adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas
sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk
kesatuan Ekosistem.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah
ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat
kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka ' Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah

untuk periode S (lima) tahun.
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1.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan dimensi Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa depan.

Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan
Hidup secara lestari.

Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau
tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan
variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat
dibandingkan.

Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam adalah
pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara
bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara
dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan
Hidup adalah upaya untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan
serta melakukan pengelolaan kawasan yang sudah ada untuk menjamin
kualitas Ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan
dapat terjaga dengan baik dan tetap terjaga.

Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber
Daya Alam adalah upaya melaksanakan pencegahan dan pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan karena kebijakan, rencana,
program dan/atau kegiatan pembangunan.

Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim adalah upaya yang
ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana akibat Perubahan
Iklim dan mengurangi penyebab terkadinya Perubahan Iklim.

Pasal 2

RPPLH diselenggarakan berdasarkan asas :

a.

b
c.
d

™Moo

kelestarian dan keberlanjutan;
keserasian dan keseimbangan;
keterpaduan;

manfaat;

kehati-hatian;

keadilan;

A
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k.
L.

m.

Ekoregion;
keanekaragaman hayati;
pencemar membayar;
partisipasif;
Kearifan Lokal;
tata kelola pemerintah yang baik; dan
otonomi daerah.
Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan :

a.

sebagai pedoman dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dan

mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara
bijaksana dan berkelanjutan terukur pada IKLH minimal dengan predikat
sedang pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. jangka waktu dan kedudukan RPPLH;

® ™0 Qo0 o

(1)
(2)

materi muatan RPPLH;
sistematika RPPLH
pelaksanaan, koordinasi dan kerjasama;
monitoring dan pelaporan;
peran serta masyarakat; dan
pendanaan.
BAB II
JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 5

RPPLH berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun.
RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan review setiap
5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD,

yang materi muatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

1Y
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(1)
(2)

(3)

(4)

()

BAB III
MATERI MUATAN RPPLH

Pasal 7

RPPLH meliputi seluruh Ekoregion.

Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :

a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;

b. sebaran penduduk;

c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;

d. Kearifan Lokal;

e. aspirasi masyarakat; dan

f. Perubahan Iklim.

RPPLH memuat rencana tentang :

a. Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;

b. Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan
Hidup;

c. Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian
Sumber Daya Alam; dan

d. Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim.

Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memuat skenario

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target S (lima)

tahunan.

RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

a. kebijakan Sumber Daya Alam;

b. strategi implementasi; dan

c.indikasi program yang dalam penyusunannya diselaraskan dengan

tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB IV
SISTEMATIKA RPPLH

Pasal 8

(1) RPPLH disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BABI : Pendahuluan;
b. BABII : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung
Wilayah;
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c. BABIIl : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup; dan
d. BABIV: Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN, KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 9

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup melaksanakan RPPLH.
(2) Pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam Rencana Kerja dan Program.
Pasal 10

(1) Bupati melakukan koordinasi pelaksanaan RPPLH di Daerah.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja
sama.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
a. Pemerintah Provinsi;

b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
c. Pihak lainnya.

(3) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergitas dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan RPPLH sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Lingkungan Hidup.

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
melaporkan hasil monitoring kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1
(satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam
RPPLH.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dalam
bentuk:
a. pengawasan sosial;
b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;
c. pendampingan tenaga ahli;
d. bantuan teknis; dan

e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
rencana pembangunan daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan sebelum Peraturan
Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini,
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO
Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...
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PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 - 2053

UMUM

Pembangunan merupakan suatu bentuk kegiatan yang tidak terlepas
dari dukungan berbagai sumber daya baik Sumber Daya Alam maupun
Lingkungan Hidup. Tanah, air, tumbuhan dan berbagai komponen
lingkungan lainnya merupakan unsur material penting dalam memenuhi
kebutuhan pembangunan. Mengingat, selama ini kegiatan pembangunan
yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan tidak terlepas dari upaya
penggunaan berbagai material bahan baku. Keberadaan sumber daya yang
memadai tentunya mendorong proses pembangunan menjadi lebih berjalan
secara masif. Namun demikian, tingginya berbagai kegiatan dan
bertambahnya tingkat eksploitasi sudah barang tentu akan menurunkan
keberadaan kuantitas maupun kualitas sumber daya setempat sehingga
mengurangi daya dukung wilayah.

Pembangunan pada dasarnya menimbulkan perubahan besar baik
berupa struktur ekonomi, kondisi fisik wilayah, pola konsumsi, teknologi,
sistem nilai, dan keberadaan sumber alam beserta lingkungan hidup
(Hardjosoemantri, 2012). Berbagai kondisi tersebut tentunya memerlukan
antisipasi yang salah satunya diwujudkan melalui upaya pelestarian
lingkungan hidup secara arif dan bijaksana. Hal ini karena lingkungan
hidup merupakan tempat berlangsungnya berbagai proses kegiatan
pembangunan. Oleh karena itu, dalam konteks ini Kabupaten Kebumen
sebagai suatu wilayah yang mempunyai perkembangan sangat cepat dan
pesat perlu mengupayakan untuk merespon dampak negatif akibat
pembangunan melalui usaha pelestarian lingkungan. Seiring hal tersebut,
maka akan meminimalkan dan mengurangi terjadinya kerusakan
lingkungan hidup.
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Pengembangan berbagai kegiatan yang berlangsung secara cepat dan
intensif di Kabupaten Kebumen pada dasarnya berpengaruh terhadap
kondisi kualitas maupun keberlanjutan lingkungan sekitar. Berdasarkan
fenomena yang berkembang, Kabupaten Kebumen dihadapkan dengan
berbagai permasalahan lingkungan baik berupa permasalahan alih fungsi
lahan, kualitas dan kuantitas air serta pengolahan sampah (IKPLHD
Kabupaten Kebumen, 2020). Berbagai fenomena tersebut memerlukan
tindakan antisipasi dan penanganan. Hal ini karena seiring upaya
peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen yang
berlangsung cenderung masif dan terus mengalami ekstensifikasi, maka
permasalahan tersebut juga berkembang. Oleh karena itu, berbagai
keadaan tersebut turut memicu terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan komponen penting yang perlu
diperhatikan kelangsungannya di setiap daerah. Hal ini ditegaskan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa lingkungan adalah salah satu urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan pemerintah
daerah dalam pengelolaan dan perlindungannya. Adapun secara lebih
terperinci terkait pengelolaan lingkungan hidup termuat dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dém Pengelolan Lingkungan Hidup. Menelaah isi dari Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolan Lingkungan Hidup, maka setiap Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Bab II dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup tentang Ruang Lingkup
Pasal 4 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan,
Pengawasan, dan Penegakan Hukum. Pada pasal-pasal berikutnya
dijelaskan tentang definisi, cakupan kajian, cakupan wilayah, dan tujuan
dari masing-masing tahapan tersebut. Bab II Pasal 5 menyatakan bahwa
pada tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
harus dilaksanakan sejumlah kegiatan, meliputi: inventarisasi lingkungan
hidup, penetapan wilayah-wilayah ekoregion, dan penyusunan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Inventarisasi
lingkungan hidup dilaksanakan guna memperoleh data beserta informasi
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II.

terkait sumberdaya alam yang bentuknya berupa: potensi dan
ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan
pengelolaan, bentuk kerusakan, dan konflik serta penyebab konflik yang
timbul akibat pengelolaan. Sementara itu, ekoregion sebagaimana tertuang
dalam Pasal 1 ayat (29) dijelaskan sebagai suatu wilayah geografis yang
memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola
interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem
alam dan lingkungan hidup. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009
tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada pemerintah daerah
untuk dapat melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun,
maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan”
adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung
jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya
dalam satu generasidengan melakukan upaya pelestarian daya
dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan
hidup.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan”
adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus
memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi,
sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan
dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan

berbagai komponen terkait.
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Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala
usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan
hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa
ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau
kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi bukan merupakan alas an untuk menunda
Langkah-langkah untuk meminimalisasi atau menghindari

ancaman terhadap pemcemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga
negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas

gender.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem,
kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan
lokal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah
bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan
keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumberdaya alam
hayati yang terdiri atas sumberdaya alam nabati dan
sumberdaya alam hewani yang Bersama dengan unsur non

hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

)
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Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah
bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau
kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan
lingkungan.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas partisipasif” adalah bahwa setiap
anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam
proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung
maupun tidak langsung.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus
memperhatkan nilai- nilai luhur yang berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat.
Huruf 1
Yang dimaksud dengan “asas tata Kelola pemerintahan yang
baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi,
akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.
Huruf m
Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
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Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain

perusahaan, pelaku usaha dan/atau Lembaga swadaya

masyarakat dibidang lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.
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Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...
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